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ABSTRAK

Judul Tesis : KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG (Contoh Kasus Sengketa Pilkada Provinsi Banten)
 Nama / NPM : Sumiran / 15160015
Di beberapa daerah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pelkada) melahirkan ketidakpuasan yang berujung pada pengajuan keberatan atas hasil Pemilukada tersebut ke pengadilan dengan alasan yang beragam. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau seringkali disebut pemilukada, adalah pemilihan kepala daearah dan wakil kepala daerah dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia merupakan ekses dari perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 ini. Di negara-negara yang tengah mengalami tahapan perubahan dari otoritarian menuju demokrasi, ide pembentukan Mahlamah Konstitusi menjadi diskursus penting. Krisis konstitusional biasanya menyertai perubahan menuju rezim demokrasi, dalam proses perubahan itulah Mahkamah Konstitusi dibentuk yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah Baik Gubernur, Bupati, dan Walikota. Rumusan masalah yang penulis bahas adalah (1) Bagaimana penerapan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah ? dan (2) Bagaimana penyelesaian sengketa hasil pemilu kepala daerah pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ?. Metode penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentang penerapan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah  dan penyelesaian sengketa hasil pemilu kepala daerah pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau data sekunder, terdiri  dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penilitian tesis, utamanya yang mengatur tentang penerapan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah  dan penyelesaian sengketa hasil pemilu kepala daerah pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah. Akhirnya penulis berkesimpulan bahwa Dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menentukan rasio selisih suara pemilihan kepala daerah sebagai syarat utama untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan rentangan rasio 0,5% s/d 2% dari total suara yang sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
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